PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMR 6 TAHUN 1963
TENTANG
PELAKSANAAN CEKLARAS EKONOM D Bl DANG | MPCR

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang :

bahwa guna pel aksanaan Dekl arasi Ekonom tertanggal 28 Maret 1963 perlu
di aadakan beber apa ket entuan yang bertuj uan nenyeder hanakan prosedur i npor
dan nenstabilisir perkenbangan harga;

Mengi ngat

1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;

2. pasal 2 UWhdang-undang No. 4 Prp tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun
1959 No. 91 jo. Peraturan Penerintah No. 43 tahun 1959 No. 93);

Mendengar

Menteri Pertama dan para Vékil Meenteri Pertana Bidang D stribusi, dang
Produksi dan B dang Keuangan, dan Menteri UWusan Anggaran Negara, Menteri
Uusan Bank Sentral, Mnteri Perindustrian Rakyat, Menteri Pekerjaan Umum
dan Tenaga, Menteri Pertanian, Mnteri Perburuhan, Menteri Perhubungan
Darat, PGs, Telekomunikasi dan Pariw sata, Menteri Perhubungan Laut,
Menteri Perhubungan Wdara, Menteri Koperasi dan Menteri Perdangan pada
tanggal 16 Mei 1963;

Mermut uskan:

Menet apkan :
Peraturan Presiden tentang Pel aksanaan Dekl arasi Ekonom di bi dang | npor.

Pasal 1.

(1) Wtuk inpor barang inportir diharuskan nenbayar nilai resm valuta
asing (US$ 1 =Ro. 45 - ) ditanbah dengan juntah "Hasil Perdagangan
Negara" (HP.N) sebesar 270 rupi ah untuk satu US Dol lar. Perhitungan
penbayaran demkian ini berlaku pula untuk penbelian valuta asing
guna penbayar an j asa-|j asa.

(2) Menteri Pertana, setelah nendengar Menteri-nenteri yang bersangkut an
sel ama dipandang perlu dapat nenetapkan barang-barang untuk nana
di beri kan subsi di .

Pasal 2.
(1) @na keperluan penjatahan devisen barang inport dibagi dalam 3
golongan, yakni Glongan I, Il dan 11l seperti tersebut dalam
Lanpiran I, Il dan Il dari Peraturan ini.

(2) Kepada eksportir diberikan suatu jatah devisen secara otomatis yang
tidak dapat diperdagangkan dan yang jumahnya ditetapkan 10% dari
hasil f.o.b. ekspornya. Jatah ini harus dipakai untuk nengi npor
barang Glongan | dan I1.

(3) Wtuk eksportir-produsen jatah ini berjuntah 15%



Pasal 3.

Penbebasan sebagian atau seluruhnya, atau penbebasan dengan
penbat asan yang tertentu dari penbayaran Hasil Perdagangan Negara dan
Retribusi Khusus L.AAP. L N ditetapkan oleh WAkil Menteri Pertama B dang
Keuangan, dengan nengi ngat kebi asaan dal am penbebasan tanbahan penbayaran
yang di beri kan hi ngga sekarang unt uk i npor.

Pasal 4.

Ketentuan dal am pasal 2 nulai berlaku terhadap Surat |zin Devisen
yang bertanggal 27 Mei 1963.

Pasal 5.

Pel aksanaan dari ketentuan-ketentuan dal am Peraturan Pre siden ini
dil akukan oleh Menteri UWusan Bank Sentral/RPinpinan L.AAPLN dan
Ment eri  Per dagangan.

Pasal 6.

Pada saat berl| akunya Peraturan Presiden ini dicabut :

1. Pengunuman- pengununan A dari LLAAPLN No. 97 tanggal 5 Mret
1962, No. 98 tanggal 2 April 1962 dan No. 99 tanggal 5 Juli 1962 dan
per at ur an- per at uran pel aksanaannya dal am surat-surat edaran B dan C
nengenai S |.V.A dengan catatan bahwa penyelesaian S 1.V.A yang
nasih beredar akan ditetapkan oleh L.AAP LN beserta dengan
penberian S I.V.A kepada yang nasi h berhak atasnya nenurut aturan
yang | ama tapi bel umpada saat aturan yang baru mul ai berl aku;

2. Senua peraturan lain yang nengatur pungutan-pungutan atas inpor dan
penberi an tanbahan atas ekspor atau transfer uang kedal amnegeri atau
penukaran dari uang asi ng dengan rupi ah.

Pasal 7.

Terhadap perusahaan-perusahaan mnyak akan diadakan keten tuan-
ketentuan tersendiri .

Pasal 8.
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal 27 Mei 1963.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya nenerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a
Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 1963.
Presi den Republ i k | ndonesi a,

ttd.



D undangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1963.
Sekretari s Negar a,

ttd.
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